PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 188 4/ 891 Ragpelitbangder

TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian
pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan
Pengembangan Tahun 2024, perlu menetapkan Tim
Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Kegiatan Bidang
Sosial dan Pemerintahan Tahun 2024,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
tentang Penetapan Tim Pokja Pelaksanaan Kegiatan
Bidang Sosial dan Pemerintahan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6374);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 192);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor
11); '

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42
Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 43);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

i

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
900/022/1/BKAD tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Tim Pokja Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sosial dan
Pemerintahan Tahun 2024, dengan susunan tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Pokja Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sosial dan
Pemerintahan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan,
dan rencana biaya Kegiatan Bidang Sosial dan
Pemerintahan;

2) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan
Kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan;

3) Menyusun Term of Reference (ToR) masing-masing
judul penelitian, pengkajian, pengembangan dan
perekayasaan Kegiatan Bidang Sosial dan
Pemerintahan;

4) Membuat Kontrak atau Perjanjian Kerja Pelaksanaan
Kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan;

5) Membuat Berita Acara Hasil Penilaian Kegiatan
Bidang Sosial dan Pemerintahan;

6) Menggandakan dan mendistribusikan laporan awal,
laporan antara dan laporan akhir Kegiatan Bidang
Sosial dan Pemerintahan;

7) Membuat dan menyampaikan laporan hasil
persiapan pelaksanaan Kegiatan Bidang Sosial dan
Pemerintahan;



KETIGA

KEEMPAT
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8) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian,
pengembangan dan perekayasaan sesuai dengan
tahapan yang telah ditetapkan dalam Kerangka
Acuan Kerja (KAK);

9) Melaksanakan setiap tahapan kegiatan sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan;

10) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

11) Melakukan monitoring, koordinasi dan konsultasi
terkait pelaksanaan :

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan; dan

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Sosial dan kependudukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pokja Pelaksanaan
Kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan Tahun 2024
bertanggungjawab kepada Kepala BAPPELITBANGDA
Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala Bidang
Penelitian dan Pengembangan. !

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2024 dalam DPA - SKPD Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan pada rekening :

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan (Kode Kegiatan 5.05.02.1.01); dan

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial
dan Kependudukan (Kode Kegiatan 5.05.02.1.02).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
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perbaikan  sesuai dengan  ketentuan = Peraturan

Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
al, (3 februari 3024

AN ASWAD, M.Dev.Plg

“#€mbina Utama Muda
NIP : 0825 199203 1 OC

Tembusan :

1. Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Prov. Sulsel di Makassar;

3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 384/ 891/ Bappelttbangdea
TENTANG

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG SOSIAL
DAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG
SOSIAL DAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pengkajian Peraturan

a) Pengarah

b) Penanggung Jawab

c) Ketua Tim

d) Anggota

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatan

Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Bappelitbangda Provinsi
Sulawesi Selatan

Rudi, S.IP., M.Si
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Fidaan Husein Azuz, S.Hut., M.T., M.A
Husain, S.Pd., M.Pd., Ph.D

Muslimin Hamid, S.Pt., M.Si

Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si

Irwan, S.Pi

Abdul Hafid, S.Psi., M.M.

Rosmala Dewi Said, S.T., M.S.P
Amirullah, S.T., M.Si

Rahmat Yudha Prawira, S.T., M.Si

. Yossi Findarta Pratama, S.E., M.M
.Agussalim, S.Sos

. Rasma Samad, Amd.Pi

. Uli Ansar, S.E

.Rima, S.Pi

. Masayu Yuliana Mappasanda

. Musa



2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

a)

b)

c)

d)

Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua Tim

Anggota

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatan

Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Bappelitbangda Provinsi
Sulawesi Selatan

Rudi, S.IP., M.Si

Fidaan Husein Azuz, S.Hut., M.T., M.A
Husain, S.Pd., M.Pd., Ph.D
Dermayana Arsal, S.Hut., MP., Ph.D
Muslimin Hamid, S.Pt., M.Si
Muhammad Arsani, S.P., M.Si., M.T
Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si

Alsry Mulyani, S.E., M.Si

Andi Fitriyani Yahya, S.T., M.M

Hj. Kurrniati Hanafi, S.STP., M.Si
10. Yuliana Rauf, S.T., M.P.Fis

11. Rosmala Dewi Said, S.T., M.S.P

12. M. Irfan, S.T., M.Eng., M.URP

13. Amirullah, S.T., M.Si

14. St. Suryani, S.T., M.M

15. Rizky Widyasari Syam, S.T.,”M.Si
16. Yossi Findarta Pratama, S.E., M.M
17. Bayu Indra Kusuma Wijaya, S.Kom
18. Agussalim, S.Sos

19. Rasma Samad, Amd.Pi

20. Uli Ansar, S.E

21. Masayu Yuliana Mappasanda
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